PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:

email: Subang 41211
e PSP SUDENE g0 CINALL dpplspicbsubang sud Subang 4iZil o

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR: [<p-cé ol/ FeP Sy | ppu PTSP / 2e.23
TENTANG

STANDAR OPERASIAONAL PROSEDUR CALL CENTER PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Call Center pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Subang yang efektif dan efisien,
berorientasi, jelas dan mudah, selaras, terukur, dinamis

dan memiliki kepastian hukum.
b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional
Prosedur Call Center Pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
der;gan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1 Undang-Undahg Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 707;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020
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(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor
101);

14. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022
Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Call Center Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Subang, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Call Center sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan kegiatan yang
terkoordinir dalam menyampaikan informasi yang berasal
dari masyarakat baik berupa pertanyaan, saran,
pengaduan, konsultasi dan apresiasi terhadap pelayanan
perizinan pada DPMPTSP Subang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Subang
pada kegiatan Belanja Tagihan Telepon dengan Kode
Rekening 5.1.02.02.01.0059.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal " 28 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7 KABUPATEN SUBANG,
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Pertanyaan masyarakat akan diteruskan
kepada Subkoordinator yang menangani guna
memberikan solusi atau jawaban atas

pertanyaan dari masyarakat.

Solusi atau jawaban dari Subkoordinator yang
menangani akan diteruskan kepada penanya

melalui operator Call Center.

Semua  pertanyaan, saran, pengaduan,
konsultasi dan apresiasi serta solusi dan
jawaban akan direkap oleh Tim operator Call

Center

Selesai

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN-TERPADU SATU PINTU
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
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NOMOR
TANGGAL
TENTANG

23 Jul ‘28232

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CALL
CENTER PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

SUBANG.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CALL CENTER PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

No.

Kegiatan

Masyarakat

Operator Call Center

Sub Koordinator

Masyarakat mengajukan pertanyaan, saran,
pengaduan, konsultasi dan apresiasi melalui

Call Center DPMPTSP Subang 08112441104

Operator menerima telephone ataupun
Whatsapp (WA) dari masyarakat dengan
terlebih dahulu menyampaikan salam

’Selamat pagi/siang/malam, dengan Call
Center DPMPTSP Subang, sebutkan nama,
alamat, dan nomor HP anda, ada yang dapat

kami bantu?”




